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Abstract 

The agrarian problems in Indonesia have revealed the various gaps of resources occupation 

which has received inadequate atttention by the regimes throughout the time. The anaysis of 

agrarian reform history in Indonesia has expounded the sistemic state suppression toward the 

public. The characteristics and patterns of the existing agrarian policy have illustrated the 

resonance of many ideological struggles happening at the macro praxis level of development. The 

public struggle, manifested in various communal property right is fronted by the state who is 

highly productive in making hegemonic public policies in the social setting arena. The horizon of 

this struggle is characterized by a tug and war between the state center approch views and the 

society center approach views with some stream variants. Analysis has shown the different 

articulation values between the Old Order and new Order regimes. In the light of class analytic 

approach, the Old Order regime put more emphasis on a more populous agrarian policies based 

on neo-Marxist views. The New Order dominantly implement agrarian policies which are based 

on state center perspectives with the choice of state interest approach, strengtened by policies 

which take the side of liberal capitalist with growing systemic repression level. The Reform regime 

uses advocacy coalition framework approach for agrarian policy. The most important hypotetical 

implication of this analysis is if the state functions are not capable in becoming the articulator of 

public policy, the public itself will pursue collective policy which is known as land-reform by 

leverage. 

Kata kunci : state center approach, society center approach, land reform by leverage, agrarian 

reform, advocacy coalition 

 

Persoalan agraria di Indonesia merupakan agenda kebijakan publik yang tua dari aspek 

usia tetapi tetap aktual. Dalam konstalasi kebijakan publik kesenjangan pertumbuhan ekonomi 

antara sektor pertanian dan sektor industri merupakan persoalan struktural yang berkepanjangan. 

Sejak rejim Orde Baru berkuasa, nasib sektor pertanian dapat dikatakan tertinggal jauh. Program 

revolusi hijau yang diawali sejak tahun 1968 melalui modernisasi sektor pertanian memang 

mampu membawa perbaikan agregat makro pertumbuhan sektor ini. Dicapainya swasembada 

beras nasional sejak tahun 1984 hingga akhir tahun 1990 adalah merupakan prestasi besar yang 

juga diakui oleh FAO. Namun demikian prestasi ini juga belum mampu memberikan gambaran 

yang adil dan menggembirakan dalam aspek distribusi risorsis tanah. Sensus pertanian tahun 

1993 memperlihatkan data bahwa dari 69% luas tanah pertanian ternyata hanya 14% area saja 

yang dikuasai oleh rumah tangga perdesaan, sementara di kutub lain 43% rumah tangga 
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perdesaan masih berada dalam keadaan yang tidak menguasai tanah sama sekali (landless)
2
. 

Demikian juga halnya bila prestasi ini dikaitkan dengan perkembangan nilai tukar (terms of 

trade) sektor pertanian yang masih sangat jauh tertinggal. Analisis BPS sejak tahun 1990 hingga 

akhir tahun 1995 menjelaskan, bahwa terjadi penurunan nilai tukar petani yang signifikan, 

artinya sekalipun secara agregat pertumbuhan sektor ini mengalami penambahan tetapi tidak 

mampu memperbaiki daya beli masyarakat petani. 

Persoalan ketimpangan pertumbuhan ini disebabkan kuatnya kebijakan harga (price 

policy), sistem produksi dan ketimpangan sistem distribusi resorsis sektor pertanian yang dalam 

kurun waktu panjang tak terjangkau oleh kebijakan negara. Kebijakan kredit input produksi 

terhadap sektor ini yang semula diarahkan kepada para petani kecil ternyata bias ke petani skala 

besar. Sementara itu usaha untuk menciptakan sistem produksi yang lebih egaliter juga belum 

dapat tercipta karena kuatnya penetrasi pasar (market driven) dalam mengendalikan sistem 

produksi sektor ini. Kebijakan redistribusi aset sektor ini melalui pembaharuan agraria (agrarian 

reform) yang pernah diawali dalam bentuk land reform pada saat Orde Lama kemudian didistorsi 

saat rejim Orde Baru
3
.  

Program pembaharuan agraria sebagai syarat modernisasi sektor pertanian di Indonesia 

sebenarnya merupakan isu kebijakan yang telah berusia empat dasawarsa. Namun ditinjau dari 

implementasinya dapat dikatakan tak ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pada 

masa rejim Orde Baru kebijakan reformasi agraria memperoleh stigma politik yang buruk, 

program ini merupakan derivat dari komunalisasi asset individual. Dengan berbagai alasan 

akhirnya program ini tak dapat diimplementasikan secara baik. Sekalipun demikian stagnasi 

program ini bukan berarti menyelesaikan berbagai persoalan ketimpangan struktur agraria yang 

ada. Namun demikian kebijakan pemerintah yang secara imperatif mendistorsi Undang-Undang 

Pokok Agraria Tahun 1960 justeru telah menyebabkan terjadinya pengambilalihan tanah-tanah 

rakyat yang selama ini telah dikuasai oleh adat dan rakyat, secara meluas. Bahkan sampai taraf 

tertentu proses pengambilalihan ini juga dilakukan dibawah represi negara yang sistematis. 
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Setelah memasuki era reformasi kini sengketa-sengketa agraria itu mencuat ke permukaan 

kembali. Kekerasan untuk merebut tanah yang pernah dikuasai negara di bawah tekanan dan 

paksaan kini menyeruak dimana-mana. Kenyataan ini menjelaskan bahwa persoalan kebijakan 

agraria sebagaimana telah diamanatkan dalam UUPA No. 5/1960 kini menjadi persoalan publik 

yang semakin strategis. Data yang dicatat oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria telah 

menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini persoalan konflik agraria rata-rata meningkat 

150% per tahun
4
. Dengan alasan tersebut paper ini mencoba mengalisis sengketa-sengketa 

agraria dalam perspektif kebijakan publik. 

Persoalan sengketa agraria dalam konfigurasi kebijakan publik Indonesia selama ini kurang 

memperoleh perhatian yang memadai. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh pilihan paradigma 

pembangunan yang dianut oleh Indonesia. Paradigma pertumbuhan yang salah satu komponen 

utamanya adalah mobilisasi resorsis untuk mencapai agregat pertumbuhan ekonomi yang 

optimum. Pilihan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari episode kemenangan Orde Baru 

tatkala menaklukkan watak populisme dari pembangunan rejim Orde Lama. Diantara program 

pembangunan rejim Orde Lama adalah mutlaknya melakukan land reform sebelum melangkah 

ke pilihan paradigma pembangunan lebih lanjut. Program land reform yang juga diwujudkan 

dalam UUPA No. 5/1960, akhirnya dilakukan setengah hati, dengan alasan kebijakan ini akan 

menghambat liberalisasi ekonomi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

Setelah ditinggalkan dari wacana kebijakan publik nasional selama rejim Orde Baru 

berkuasa, kini isu sengketa agraria ini memperoleh artikulasi yang lebih kuat. Pergolakan dan 

konflik antara petani dengan pemodal, tentara, dan negara memperebutkan tanah makin meluas. 

Bahkan dalam beberapa kasus proses pengambilalihan tanah oleh petani dilakukan secara paksa 

(land reclaiming) disertai dengan kekerasan-kekerasan massa. Fakta demikian menjelaskan 

bahwa lanskap kebijakan reformasi agraria terlalu penting untuk diabaikan dari diskursus 

kebijakan negara. 

 

 

 

                                                           
4
 Lihat, Dianto Bachriadi, 1997, Pembangunan Konflik pertanian dan Perlawanan Petani, dalam , Noer Fauzi 

(Peny), Tanah dan Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 91. 



Perspektif Kritis Kebijakan Agraria Indonesia (Sukardi) 192 
 

I. SKOP MASALAH DAN METODE PENDEKATAN 

Paper ini menganalisis kebijakan agraria dari perspektif kebijakan publik dengan 

memusatkan perhatian pada rekonstruksi kebijakan agraria yang akhir-akhir ini mencuat 

diberbagai daerah di Indonesia dalam bentuk sengketa agraria. Luasnya kasus serta beragamnya 

karakteristik dari persoalan agraria ini mendorong paper ini untuk lebih dikonsentrasikan pada 

corak kebijakan publik pada tataran makro seraya melakukan analisis dari kerangka Network 

Analysis
5
 sebagaimana dilakukan oleh Goggin et.al. Pilihan pendekatan ini dilandasi oleh alasan 

bahwa kebijakan agraria sebenarnya adalah merupakan bagian terpenting dari kebijakan politik 

negara yang dicerminkan dari berbagai interaksi kepentingan yang tidak dapat dipahami hanya 

dari satu perspektif semata. Misalnya, kasus-kasus sengketa agraria antara petani versus 

perkebunan (Perseroan Terbatas Perkebunan Negara PTPN). PTPN yang hingga kini dinilai 

sebagai unit produksi negara dan karenanya juga memperoleh proteksi istimewa dari negara dan 

tentara. Pertentangan yang terjadi tidak dapat dilihat dari perspektif hubungan polarisasi yang 

terjadi antar rakyat dan perkebunan tetapi konflik ini sebenarnya mempunyai lapisan-lapisan 

aktor yang bertabir kepentingan publik. Pemilihan skop ini beralasan bahwa, corak sengketa 

tersebut kini artikulasinya makin meluas dan nampak ada kecenderungan menghadapkan rakyat 

versus negara yang disokong oleh keperkasaan militer. Tujuan utama penulisan ini adalah 

menemukan sejumlah karakteristik dan keragaan kebijakan agraria. 

 

II. ANALISIS DAN SETTING ANALISIS MASALAH 

Analisis konflik sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat industri sebagian besar 

ditandai oleh polarisasi antar kekuatan-kekuatan dalam upaya untuk memperebutkan akselerasi 

kepentingan. Menurut Emilio Biagini (1993:119) karakteristik dari berbagai konflik yang 

berkembang dalam masyarakat sebenarnya berujung pada konflik untuk memperjuangkan 

kontrol terhadap suatu ruang
6
. Demikian halnya sengketa agraria yang terjadi di berbagai 

wilayah tanah air ini adalah akibat dari terdesaknya ruang publik rakyat. Rakyat menjadi 
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terpinggirkan oleh tekanan pembangunan nasional yang tidak mampu melakukan transformasi 

dan menyerap tenaga kerja secara lebih signifikan. 

Konfigurasi nasional sengketa agraria sebenarnya mulai meningkat tajam sejak terjadinya 

percepatan orientasi pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak tahun 1990-an pemerintah dengan 

berbagai formula kebijakannya mulai mempercepat penciptaan infrastruktur industrialisasi, 

melakukan modernisasi agraris dengan membuka areal perkebunan besar-besaran, pembukaan 

hutan baru, HTI, yang semua program ini harus berhadapan dengan rakyat. Usaha ini berakibat 

munculnya konflik-konflik antara rakyat melawan negara. Sebagaimana dicatat oleh Komnas 

Ham selama periode 1994, 1995 dan 1996 terjadi peningkatan pengaduan kasus tanah yang 

signifikan. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memasukkan persoalan agraria ini menjadi 

satu prioritas agenda advokasi yang perlu dilakukan untuk menghindarkan kekerasan pada 

rakyat
7
. Tabel selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

Sumber : , Komnas HAM, Laporan Tahunan 1996, dikutip kembali oleh Pratikno 

dan Cornelis Lay, hal 9 
8
. 

Besarnya eskalasi kasus agraria yang terjadi di Indonesia ini di beberapa daerah juga mulai 

mencuat. Di Jawa Timur misalnya, konflik agraria ini telah meruncing sebelum tumbangnya 

Orde Baru. Sebut raja misalnya kasus waduk Nipah di Sampang, Madura, kemudian kasus 

perebutan tanah antara angkatan Laut dengan petani di Raci, Pasuruan. Kasus sengketa tanah 

antara petani dengan perkebunan di Doko, Blitar. Kasus reclaiming tanah perkebunan PTPN XII 
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seluas 2050 ha di Afdeling Kalibakar, Dampit Malang Selatan, adalah beberapa contoh sengketa 

agraria yang hingga kini belum tuntas 
9
. 

Penolakan terselubung pemerintah untuk menyelesaikan berbagai sengketa agraria yang 

menyebar di berbagai daerah ini jelas merugikan rakyat. Realitas yang terjadi bahwa sengketa-

sengketa agraria yang terjadi itu menurut beberapa peneliti lebih banyak disebabkan oleh 

kebijakan pemerintah masa silam. Kalau dianalisis dari perspektif implementasi kebijakan publik 

sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn 
10

bersumber dari apa yang disebut 

oleh Pressman dan Wildaysky sebagai defisit implementasi (implementation deficit)
11

. Hal ini 

dapat diperhatikan tinjauan sejarah kebijakan pembaharuan agraria sejak periode rejim Orde 

Baru hingga saat ini. 

Kebijakan keagrariaan (agrarian policies) yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan 

hasil dari rangkaian sejarah panjang keputusan politik dari periode-periode masa silam. Oleh 

karena analisis terhadap tema ini tak dapat dipisahkan dari kontur sejarah masa silam. Satu hal 

yang dapat disimpulkan dari horison sejarah kebijakan agraria di Indonesia ini adalah, terdapat 

variasi pendekatan yang dipergunakan untuk proses dan implementasi kebijakan agraria dari 

waktu ke waktu. Mubyarto dick, membagi dalam tiga periode sejarah agraria di Indonesia, yaitu 

periode perkebunan besar asing, periode setelah kemerdekaan semasa Orde Lama, dan periode 

terakhir pemerintahan Orde Baru
12

. Untuk melihat gambaran yang lebih luas paper ini mengacu 

pada periodisasi kebijakan agraria sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Wiradi, yang 

membagi sejarah agraria di Indonesia menjadi lima tonggak sejarah 
13

 yaitu: 

Tonggak Pertama, 1811, periode lahirnya teori domein yang dipelopori oleh Raffles. Teori 

ini menyatakan bahwa seluruh tanah sebenarnya adalah milik raja. Prinsip ini pernah 

dipergunakan Inggris di India. Negara dianggap sebagai super land lord, dan pajak harus dapat 

dihimpun oleh negara. Negara menghimpun pajak melalui dua jalur utama yaitu melalui para 
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bangsawan taklukan karena komitmen politiknya dengan kaisar. Jalur kedua adalah melalui 

petani biasa yang ditunjuk dalam suatu wilayah agraris tertentu. Teori domein inilah yang 

akhirnya menjadi tonggak perdebatan watak hubungan antara negara dengan rakyat dalam akses 

penguasaan tanah. 

Tonggak kedua, 1830 yang kemudian terkenal dengan lahirnya cultuurstelsel atau tanam 

paksa. Tujuan lahirnya sistem ini adalah untuk menolong pemerintah Belanda tatkala mengalami 

kesulitan dalam bidang keuangan. Seluruh rakyat yang menggarap tanah di Indonesia dianggap 

sebagai penyewa dan sebagai konsekwensinya siapapun harus membayar sewa atau landrente 

(2/5 dari hasil) serta dipaksa untuk menanami 1/5 areal tanahnya dengan komoditas tertentu 

misalnya nila, kopi, tembakau, teh, tebu. Komoditas hasil tanaman ini harus diserahkan kepada 

pemerintah Belanda. Kebijakan ini akhirnya membuahkan keuntungan ekonomi yang sangat 

besar pada pemerintah Belanda dan menyebabkan munculnya penentangan dari berbagai kaum 

kapitalis di Belanda. 

Tonggak ketiga, 1848, Lahirnya Regerings Regelment (RR) 1854, pada dasarnya adalah era 

kemenangan kaum liberal yang dalam produk hukum tersebut diatur agar pemerintah Belanda 

memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak 

(eigendom) untuk memungkinkan penjualan dan penyewaan. Disamping itu juga diatur agar atas 

prinsip domain itu pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat 

menyewa tanah jangka panjang dan murah yaitu yang kemudian dikenal dengan pemberian hak 

erfpach. Untuk mencapai tujuan ini pada tahun 1865 menteri jajahan Frans van de Putte, 

mengajukan rancangan Undang-Undang yang isinya bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan 

hak erfpach selama 99 tahun. Hak milik pribumi diakui sebagai hak milik mutlak (eigendom) 

dan tanah komunal dijadikan hak milik perorangan eigendom. Rancangan Undang-Undang ini 

kemudian ditolak dan cita-cita kaum liberal untuk menanam modal dalam bidang pertanian 

gagal. 

Tonggak keempat, 1870, setelah menteri van de Putte berhasil dijatuhkan karena dianggap 

terlalu tergesa memberikan lisensi hak sewa kepada kelompok liberal. Menteri jajahan de Wall 

akhirnya mengajukan rancangan UU yang salah satu pasalnya juga sejalan dengan keinginan 

kaum liberal, untuk memberikan hak erfpach selama 75 tahun. Inilah yang kemudian dikenal 

dengan Agrarische Wet 1870. Ayat 1 dari Undang-Undang inilah yang akhirnya memuat satu 

penyataan penting yang kemudian dikenal dengan domein verklaring yang menyatakan :...semua 



Perspektif Kritis Kebijakan Agraria Indonesia (Sukardi) 196 
 

tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak millik-mutlak (eigendom), adalah 

domein negara... “ (domein negara artinya, milik mutlaknya negara). Tahun 1870 adalah 

merupakan tonggak terpenting dari sejarah agraria di Indonesia, dimana mulai saat itu hingga 

tahun 1900-an kapital mulai berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Sejak periode itulah muncul 

perkebunan besar di Jawa dan Sumatera. 

Tonggak kelima 1960, adalah merupakan pemerintahan nasional yang didalamnya terjadi 

berbagai momentum penting. Tetapi satu roh dari upaya yang dilakukan oleh rejim pemerintahan 

Orde Lama ini adalah munculnya kesadaran luas dari para elit negara untuk secara serius 

mencari formula pembaharuan agraria sebelum Indonesia lebih jauh masuk dalam proses 

industrialisasi. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 adalah merupakan 

puncak dari kebijakan politik agraria nasional
14

. Sebelum munculnya UUPA tersebut beberapa 

kali pemerintah telah membentuk sebuah panitia kecil untuk melakukan studi-studi agraria yang 

mendalam antara lain Panitia Yogyakarta (1948), Panitia Jakarta (1951), Panitia Suwahjo (1956), 

Rancangan Sunarjo (1958), dan akhirnya Rancangan Sudjarwo (1960). 

Beberapa analis menyatakan memang lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960, sebenarnya 

adalah merupakan usaha untuk meletakkan dasar strategi pembangunan seperti dianut oleh 

berbagai negara Asia pada masa awal sesudah perang Dunia Kedua (Jepang, Korea, Taiwan, 

India dan Iran). Baik semangat yang terkandung di dalamnya, maupun substansi formal pasalp 

asalnya UUPA 1960 memang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat
15

. 

 

III. STRATEGI KEBIJAKAN AGRARIA REJIM ORDE BARU 

Pada periode tahun 1966 — 1997, awalnya pemerintah Orde Baru juga menaruh perhatian 

yang besar terhadap upaya untuk melakukan pembaharuan agraria. Hal ini ditunjukkan dengan 

produk-produk yuridis yang menyertainya. Namun kalau dicermati selama pemerintahan rejim 

Orde Baru praktis tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam proses kebijakan 

(agrarian policy) di Indonesia. Justru dalam berbagai hal kebijakan agraria dilakukan bukan 

dalam konteks perbaikan struktur penguasaan yang memihak kepada rakyat tetapi ada 
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15
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kecenderungan mengingkarinya dan bahkan memfasilitasi kekuatan-kekuatan kapitalis liberal 

untuk leluasa melakukan penguasaan aset-aset agraria rakyat. 

Dari perspektif kebijakan publik produk-produk kebijakan agraria Orde Baru yang 

demikian ini sebenarnya adalah merupakan bentuk campur tangan negara secara langsung 

dikategorikan menggunakan pendekatan state centered approach 
16

. Diantara ciri dominan dari 

format pendekatan ini adalah negara menempatkan dirinya sebagai satu-satunya aktor yang kuat. 

Dalam konteks persoalan agraria Indonesia keterlibatan negara untuk mengarahkan 

berbagai kebijakan sesuai dengan preferensi negara ini nampak sekali dari beberapa realitas 

kebijakan yang telah dihasilkannya. Pertama, menjadikan masalah land reform sebagai masalah 

teknis belaka. Menurut Gunawan Wiradi hal ini ditunjukkan dengan sikap Orde Baru yang 

menempatkan persoalan agraria sebagai persoalan rutin birokrasi pembangunan. Program land 

reform yang pada pemerintahan rejim Soekarno dikenal sebagai bagian elementer untuk menata 

redistribusi resorsis dan bagian dari revolusi Indonesia kemudian secara sistematis dimandulkan 

kekuatannya. Hal ini dijelaskan dari pergeseran yang dilakukan oleh negara, agenda land reform 

yang semula merupakan persoalan kolektif rakyat direduksi baik pada tataran institusinya 

maupun stakeholder-nya. Pada tataran institusi adalah berubahnya lanskap persoalan agraria 

yang semula merupakan wilayah publik, asosasi rakyat menjadi persoalan birokratis atau 

pemerintah dan kewenangan yang dapat menjangkaunya hanyalah terbatas pada kewenangan 

negara. Kedua, lahirnya beberapa produk Undang-Undang yang sebenarnya adalah kontra 

UUPA. Antara lain UU No. 1 tahun 1967 yaitu Undang-Undang tentang Penanaman Modal 

Asing, UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan yang kemudian diperbaiki dengan UU No. 

41/1999. Konsep hukum ini memberikan lisensi negara seluas-luasnya yang disebut Hak 

Menguasai dari Negara (HMN)
17

. Ketiga, menumpulkan partisipasi masyarakat petani dalam 

program land reform yang ditandai dengan lahirnya UU No. 7 /1970 yang berisi penghapusan 

pengadilan land reform yang merupakan badan tertinggi dan pengambil keputusan mengenai 

peruntukan tanah dan obyektif land reform. Disamping itu juga lahirnya Kepress No. 55/1980 
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 Merilee S. Grindle and John W. Thomas, 1991, Public Choices and Policy Change: The Political Economy of 

reform in Developing Countris, The John Hopkins University Press, Baltimore 
17

 Noer Fauzi, 2000, Budaya Menyangkal: Konsep dan Praktek Politik Hukum Agraria yang Menyangkal Kenyataan 

Hak-Hak Masyarakat, dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA, Edisi 6 tahun II 2000, Insist Press, Hal. 

106 dan 108-109. Realitas tentang lahirnya beberapa konsep HGU (Hak Guna Usaba, Hak Guna Bangunan dan 

konsepsi Pembebasan Tanah adalah idiom-idiom kebijakan agraria Orde Baru yang sarat dengan kepentingan untuk 

memberikan proteksi kepentingan kapitalis. Lihat selanjutnya di dalam Noer Fauzi, 1997, Anatomi Politik Agraria 

Orde Baru, dalam Noer Fauzi (peny), 1997, Tanah dan Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hal. 120-121. 
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yang selama ini mengundang partisipasi organisasi petani yang diorganisir dari bawah menjadi 

hanya direpresentasikan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang menurut 

Loekman Sutrisno bukanlah organisasi petani yang murni
18

. Bahkan Noer Fauzi menyatakan 

sebagai organisasi boneka pemerintah
19

. 

Usaha-usaha Orde Baru untuk melucuti program pembaharuan agraria terus dilakukan 

dengan sistematis. Pada Kabinet Pembangunan I tidak terdapat kementrian agraria. 

Kepengurusan soal agraria diturunkan tingkatannya menjadi tingkatan Direktur Jenderal dan 

berada dibawah Departemen Dalam Negeri. Perubahan terus dilakukan, dan terakhir persoalan 

agraria ini berada dibawah wewenang BPN. Menurut Sediono Tjondronegoro produk hukum 

Orde Baru yang paling kontraproduktif terhadap program pembaharuan agraria adalah lahirnya 

kebijakan negara dengan cara melakukan okupasi besar-besaran terhadap tanah-tanah 

perkebunan dan melakukan debirokratisasi kelembagaan agraria, yaitu mengubah Direktorat 

Jenderal Agraria (yang semula dibawah Departemen dalam Negeri) menjadi Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) yang langsung di bawah presiden 
20

. Hal ini mengakibatkan dua perubahan 

kinerja kelembagaan dalam bidang agraria: (a) rentang kelembagaan pembaharuan agraria 

kehilangan jangkauan pelayanannya. Urusan-urusan pertanahan yang semula memperoleh 

sokongan kuat dari lini Departemen Dalam Negeri yang menyebar diberbagai tempat sejak saat 

itu ditiadakan (b) Wewenang pelayanan agraria langsung dibawah tanggungjawab BPN dan ini 

secara langsung juga di bawah komando Presiden. Dengan pola baru ini nampaknya pemerintah 

Orde Baru tengah melakukan sebuah upaya sistemik untuk mengurangi diskresi kebijakan 

agraria, yang pada rejim sebelumnya memang secara sistematis diarahkan untuk menata 

distribusi resorsis agraris yang memihak pada rakyat. 

Pada masa Pelita II (1974-1978) terdapat usaha pemerintah Orde Baru untuk melakukan 

kajian terhadap berbagai sengketa agraria yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini 

dilakukan 1978 dengan menunjuk Menteri Riset waktu itu Prof Soemitro Djojohadikusumo yang 

anggotanya terdiri dari beberapa pakar dari berbagai Universitas. Hasil dari kajian ini adalah 

dikemukakan pada bulan Maret 1978 dengan pernyataan politik yang mengukuhkan kembali 

bahwa UUPA 1960 tetap sah sebagai panduan dasar dalam memecahkan persoalan pertanahan. 

Karena Undang-Undang tersebut adalah merupakan keputusan nasional bukan produk PKI. 
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 Ibid hal. 166-167. 
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 Ibid hal. 121 
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 Sediono MP. Tjondronegoro, 1999, Sosiologi Agraria : Kumpulan Tulisan Terpilih, Akatiga, Bandung, hal. 14. 



Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004  199 

 

Pengukuhan ini sangat bertentangan dengan realitas opini publik yang terbangun luas bahwa 

UUPA adalah bagian dari landasan hukum aksi sepihak yang dipelopori oleh PKI. Bahkan Prof 

Tjondronegoro juga menentang keras opini publik yang dikembangkan oleh pemerintah pada 

saat yang bersamaan
21

. Munculnya opini ini menurut analisis Mochtar Masoed bersumber dari 

kekuatan Angkatan Darat yang dikutip oleh Noer Fauzi, merupakan bentuk kerisauan kelompok 

ini kalau sampai kehilangan kontrol atas sejumlah perkebunan peninggalan Belanda
22

. 

Disamping itu lahirnya beberapa produk hukum partikular (khusus) yang ditujukan untuk 

memberikan proteksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Lahirnya UU kehutanan, 1967, Undang-

Undang Pertambangan 1967 dan Penataan Ruang 1992, Undang-Undang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 1997, Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999, semua adalah berdasarkan 

suatu klaim negara atas kedaulatan masyarakat adat atas teritorinya
23

. Kebijakan demikian ini 

merupakan interpretasi sempit dari pasal-pasal karet UUPA 1960 pada pasal 3
24

, serta gambaran 

dari semangat bahwa hukum tertinggi dalam hirarki hukum adalah yang diproduksi oleh negara. 

Sehingga keputusan-keputusan politik pertanahan yang dicerminkan dari rangkaian kebijakan-

kebijakan agraria yang partikular tersebut adalah bersifat tetap dan tak dapat diganggu gugat. 

Proses sentralisasi persoalan agraria era Orde Baru menjadi sangat kuat dan pembalikan 

arah dari watak kebijakan Orde Lama ini berlangsung sistematis. Perilaku kebijakan pemerintah 

demikian ini sebenarnya merupakan jalan pintas untuk mempercepat akselerasi pembangunan 
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 Sediono MP. Tjondronegoro, 2000, Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih, Akatiga Bandung, hal. 9. 
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memperjuangkan landreform untuk petani-petani yang lapar tanah dan buruh tani..” (huruf italic dan cetak tebal 

dari penulis). 
22

 Noer Fauzi, 1997, Anatomi Politik Agraria Orde Baru, dalam Noer Fauzi (peny), 1997, Tanah dan 

Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Di halaman 119 dikutip analisis Mochtar Mas‟oed yang 

menyatakan “ ...lagi pula Angkatan Darat sendiri menganggap program landreform yang disponsori golongan kiri 

selama awal 1960-an itu mengancam pengendaliannya atas beberapa perkebunan milik negara. Dan akhirnya, 

sekalipun misalnya pimpinan Angkatan Darat berhasil menerapkan strategi radikal itu mereka tidak bisa berharap 

bahwa strategi itu akan dapat memberikan hasil dengan cepat..”. (italic dari penulis) 
23

 Noer Fauzi, 2000, Budaya Menyangkal: Konsep dan Praktek Politik Hukum Agraria yang Menyangkal Kenyataan 

Hak-Hak Masyarakat, dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA, Edisi 6 tahun II 2000, Insist Press, Hal. 

106. 
24
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lain yang lebih tinggi...” 
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ekonomi. Proses mengalihkan kendali persoalan agraria ke negara menjadi satu-satunya institusi 

yang berwenang memberikan keputusan final. Dalam konteks ini Noer Fauzi menyatakan bahwa 

sentralisasi ini bahkan sudah sampai pada realisasi dari otoritarianisme
25

 . Hal ini juga nampak 

dari berbagai usaha yang sudah dilakukan secara sistematis. 

Langkah ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mempercepat proses 

pembangunan ekonomi yang salah satu prasarat utamanya adalah tersedianya ruang yang 

memungkinkan bagi para investor untuk bergerak leluasa dan terproteksi oleh kebijakan negara. 

Kebijakan demikian ini akhirnya merubah watak negara yang semula sebagai penyelenggara 

yang netral menjadi pemain dan berbagai kebijakan agraria yang lebih condong kepada 

kepentingan kapitalis. Dalam kondisi demikian memang tak dapat dihindar telah menempatkan 

peran negara sebagai disebut oleh Schmitter dan Middlemas (1993) menjadi aktor korporatis 

(state corporatism)
26

 yang lebih dekat dengan kepentingan-kepentingan yang mewakili kapital. 

 

IV. KEBIJAKAN AGRARIA REJIM REFORMASI 

Setelah Orde Baru tumbang sebenarnya belum tersedia cukup kebijakankebijakan agraria 

yang siginifikan. Tampilnya rejim pasca Orde Baru inipun juga belum memperlihatkan produk 

kebijakan agraria yang signifikan. Yang akhirnya muncul ke permukaan, justru rejim Orde 

Reformasi ini menjadi arena pentas artikulasi ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan 

agraria yang dihasilkan oleh rejim sebelumnya. Misalnya beberapa sengketa agraria dalam 

wilayah perkebunan versus rakyat di berbagai daerah sebenarnya muncul sebagai akibat proses 

hukum yang secara materiil cacat
27

. Potret sengketa agraria yang terjadi di Indonesia sebenarnya 

sebagian besar merupakan pergolakan antara rakyat melawan negara, hal ini tercermin dari 

sebuah penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 57 % bentuk sengketa agraria adalah 

konflik antara rakyat dengan pemerintah, 30% konflik rakyat versus perusahaan swasta, 11% 
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 Noer Fauzi, 1997, Anatomi Politik Agraria Orde Baru, dalam Noer Fauzi (peny), 1997, Tanah dan Pembangunan, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hal 119. 
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 Christopher Ham dan Michael Hill, 1993, The Policy Process in the Modern Capitalist State, Harvester-
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 Ahmad Sodiki, 1996, Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan, dalam Prisma No. 9 September 1996 hal 3-

17. 



Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004  201 

 

konflik sesama rakyat, antara rakyat dengan perusahaan swasta dan antara perusahaan versus 

perusahaan kurang dari 1%
28

. 

Karena itu dengan berbagai dalih, rakyat kini menggugat berbagai bentuk kepalsuan yang 

banyak dilakukan oleh negara, penindasan yang selama ini dipraktikkan oleh negara untuk 

mengambil resorsis agraria rakyat. Rakyat kini mulai mengungkit berbagai drama kejahatan-

kejahatan sistemik yang pernah dilakukan oleh rejim Orde Baru. Diantara gerakan-gerakan 

tersebut adalah tuntutan pengembalian tanah sebagian besar rakyat di beberapa kantong kawasan 

Hutan Tanaman Industri di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Sengketa agraria di Jawa juga 

menyebar cepat ke kawasan perkotaan, berkaitan dengan gugatan publik terhadap negara, 

investor yang pada rejim Orde Baru dapat dengan leluasa membebaskan tanah dengan 

bermodalkan intimidasi dan memberikan stigma PKI. Di kawasan Jawa Timur dan Madura, 

konflik agraria ini bahkan sudah mencapai titik eskalasi anarkis dan aksi sepihak sebagaimana 

pernah dilakukan di masa Orde Lama dahulu. Aksi sepihak ini dijalankan dengan melakukan 

pengambilalihan tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh negara atau investor yang telah 

diperoleh dengan prosedur yang tidak jujur. 

Corak polarisasi sengketa agraria yang kini muncul mempunyai watak yang berbeda 

dengan masa Orde Lama yang terjadi dari hubungan bipolar antara kaum petani kaya (borjuis) 

melawan para petani tunakisma (landless). Kini eskalasi pertentangan itu merambah pada lokus 

“negara” versus rakyat. Negara dalam hal ini dapat direpresentasikan oleh investor, Perusahaan 

Negara, tentara, atau aktor-aktor lain yang memperoleh proteksi istimewa dari kekuatan negara 

dan militer. 

Berhadapan dengan berbagai gelombang pemberontakan petani di berbagai wilayah ini 

maka sangat menarik kiranya untuk mencermati sikap pemerintah, karena disinyalir terdapat 

sikap yang berbeda dengan tradisi pemerintah Orde Baru yang selalu melakukan pola bumi 

hangus terhadap setiap gerakan petani yang mencoba menggugat eksistensi kebijakan pemerintah 

dalam soal agraria
29

. Sekalipun bukan jaminan bahwa sikap rejim Reformasi yang memberikan 

keleluasaan bagi rakyat dalam menutut hak-hak agrarianya adalah ekspresi kebijakan final, 

namun perilaku negara dan tentara dalam menyikapi berbagai gugatan rakyat tetap menarik 
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 Gunawan Wiradi, Op. Cit, hal. 148. 
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 Bisa disimak dari kebijakan pemerintah dalam pembebasan tanah dalam proses pembangunan waduk 

Kedungombo, penyelesaian sengketa tanah adat di berbagai kawasan pedalaman Irian Jaya. Kasus pembebasan 

tanah Tapos, Jawa Barat, kasus pembebasan tanah Cimacan, Badega yang kemudian disulap menjadi padang golf. 

Penembakan terhadap empat petani di Nipah, sampang Madura 
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untuk dicermati. Ditengah keleluasaan ini beberapa kelompok gerakan rakyat bahkan telah 

melakukan pengambilalihan tanah secara paksa (land reclaiming)
30

. Gerakan-gerakan yang 

dilakukan oleh rakyat ini difasilitasi oleh beberapa lembaga pendamping dan pemberdayaan 

yang kemudian melakukan pencerahan hukum dan selanjutnya mengadakan pelatihan-pelatihan 

advokasi secara meluas. 

Di beberapa tempat, pemberontakan petani yang secara konstan memperjuangkan hak-

haknya mulai memperoleh hasil di era reformasi ini. Sebagai contoh titik monumental dari 

perjuangan petani Cimacan untuk memperoleh tanahnya setelah 13 tahun dikuasai oleh sebuah 

investor
31

. Menanggapi berbagai gejolak konflik petani melawan berbagai perkebunan negara 

memang ada kecenderungan memilih jalan kompromi dan membiarkan. Sikap pemerintah yang 

demikian ini memang sulit sekali dikategorikan tegas. Tetapi dari perspektif kebijakan publik 

reposisi pemerintah dalam proses sengketa agraria yang meluas di berbagai tempat itu lebih 

didasarkan pada kalkulasi resiko sosial yang akan timbul apabila pemerintah mengambil perilaku 

yang drastis. Oleh karena itu kebijakan yang ditempuh seolah lebih dekat pada ambivalensi, 

tetapi jika dicermati sebenarnya terjadi proses perubahan-perubahan watak kebijakan publik 

dalam kasus sengketa agraria. Nampaknya pemerintah benar-benar melakukan analisis dan 

kalkulasi sosial terhadap berbagai resiko dan keuntungan dari kebijakan yang akan 

dihasilkannya. Sampai taraf tertentu tak jarang pemerintah juga melakukan negosiasi dan koalisi 

melalui instrumen-instrumen birokrasinya. 

Perubahan kebijakan publik demikian menurut kerangka analisis Paul A. Sabatier adalah 

masuk dalam advocacy coalition (AC) yang melibatkan berbagai aktor
32

. Kebijakan yang 

demikian ini menurut Sabatier lekat dengan karakter (a) dihasilkan atas dasar interaksi dan 

persaingan dalam entitas sistem kebijakan; (b) dilakukan karena adanya perubahan-perubahan 

pada tataran eksternal entitas sub sistem kebijakan; (c) merupakan fungsi dari keinginan untuk 
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mempertahan kemapanan dan stabilitas parameter-parameter sistem sosial yang lebih luas. 

Karena wataknya yang lebih banyak memperhatikan hubungan respon yang ditunjukkan oleh 

publik maka sikap rejim reformasi ini sebenarnya lebih banyak memberikan keleluasaan pada 

publik untuk menyelesaikan berbagai sengketa agraria yang terjadi. Ada proses interaksi yang 

intens untuk melakukan elisitasi terhadap berbagai skenario yang tersedia. Pilihan-pilihan yang 

tersedia dalam konteks sengketa agraria ini dapat disimulasikan antara lain: pertanza, pemerintah 

mengambil peran konfrontatif dengan resiko penolakan sosial yang besar dari para kelas petani 

dan ini kemungkinan beresiko untuk memperluas penolakan luas. Kedua, pemerintah mengambil 

peran ambivelen dan mengambang, yang juga mempunyai resiko untuk ditolak publik secara 

luas. Bahkan kemungkinan akan memperluas eskalasi konflik. Pilihan ketiga, pemerintah 

melakukan kontak dan negosiasi dan advokasi yang ditujukan untuk merubah watak radikal 

konflik menjadi terlokalisir di setting sosial tertentu. 

Oleh karena itu berbagai varian respon pemerintah rejim reformasi dalam menanggapi 

implikasi reformasi kebijakan agraria ini dari berbagai sub sistem kebijakan nampak berbeda. 

Alternatif-alternatif kebijakan yang dipilih tergantung dari respon sosial yang terjadi di arena 

implementasi kebijakan. Menurut analisis Grindle dan Thomas reformasi kebijakan demikian ini 

masuk dalam kategori model interaktif (interactive model)
33

. Pilihan kebijakan negara yang 

demikian sebenarnya dilandasi oleh pemikiran bahwa di tengah situasi pasca krisis dan dalam 

masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan sebagaimana digambarkan oleh Francis 

Fukuyama 
34

, adalah terlalu beresiko untuk menempatkan peran negara sebagai satu-satunya 

aktor policy maker. Proses pengambilan kebijakan harus dipertimbangkan dengan berbagai 

cadangan kapital sosial yang tersedia dalam masyarakat setempat sehingga tidak makin 

memperburuk citra pemerintah . 
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VI. ASSESMENT KAPASITAS RESORSIS KEBIJAKAN 

Dari berbagai paparan singkat diatas dapat dilakukan sebuah asessment, bagaimana 

sebenarnya perjalanan kebijakan pembaharuan agraria ini diorganisir oleh negara. Pada periode 

rejim Orde Lama kebijakan pembaharuan agraria lebih banyak merepresentasikan kepentingan 

kepentingan elit untuk mengakomodasi preferensi kelompok rakyat. Sekalipun kebijakan masa 

itu pada awalnya dilakukan dengan tujuan melakukan pembelaan pada rakyat, namun akhirnya 

tak dapat disembunyikan pemihakan rejim Orla ini adalah pada gerakan rakyat dan populis. 

Untuk mencapai tujuan ini rejim Orde Lama juga menghasilkan berbagai produk hukum yang 

signifikan, misalnya dihasilkannya Kepres No. 263 tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia 

Land Reform. 

Memasuki periode rejim Orde Baru, terjadi de-orientasi kebijakan agraria, yang semula 

bercorak populis kini berkiblat liberal dan kapitalis. Berbagai produk hukum orde lama yang 

semula memberikan keleluasaan dan akses rakyat pada tanah mulai diciutkan dan bahkan 

diambil hak-hak hukumnya oleh negara, semisal hak ulayat yang harus tunduk pada negara. Orde 

baru menggunakan manajemen stratejik secara sistemik dan struktural untuk mengurangi watak 

egaliter dari proses akses kepada sumberdaya agraria. Pilihan strategi ini tak lain adalah usaha 

untuk memberikan ruang ekonomi yang lebih besar pada kapital yang memang diperlukan untuk 

pertumbuhan ekonomi nasional. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperluas sedemikian 

rupa di seluruh wilayah negara sehingga peran eksekutif di berbagai hirarki pemerintahan dapat 

dengan leluasa mendikte BPN. 

Era reformasi adalah merupakan momentum impase dari perjalanan Orde Baru yang 

represif dalam proses distribusi sumberdaya agraria. Periode ini diwarnai dengan 

pemberontakan-pemberontakan anarkhis sebagai akibat penindasan sistemik yang telah 

dilangsungkan dalam tenggat waktu yang lama. Horison varian dan perbedaan orientasi 

kebijakan agraria dari waktu ke waktu dapat diperhatikan dari visualisasi diagram berikut ini. 

Pada sumbu vertikal digambarkan dua tipologi orientasi kebijakan yaitu kapitalis/liberal dan 

populis. Sedangkan pada sumbu horisonal di bawah digambarkan periodesasi yang diawali sejak 

1870, adalah saat paling penting dikenalnya program liberalisasi agraria di Indonesia di bawah 

rejim kolonialisme, kemudian periode kedua orde lama yang di dalamnya banyak mengakselerasi 

idiom kebijakan agraria populis, rejim Orde Baru merupakan pengulangan liberalisasi dan 

kapitalisasi yang pernah dilakukan oleh rejim kolonialis, rejim Reformasi yang dalam beberapa 
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proses kebijakan maupun implementasi kebijakannya belum menunjukkan komitmen yang tegas. 

Pada tiap-tiap selnya diperlihatkan beberapa produk kebijakan agraria terpenting yang dihasilkan 

tiap periode rejim dan interpretasi kategori kebijakannya. 

 

Ditelaah dari dinamika pendekatan, pada tiap periode rejim terjadi orientasi pendekatan 

yang berbeda-beda. Demikian pula aktor-aktornya juga berbeda-beda. Kalau pada periode 

kolonialisme, aktor yang berperan dalam proses perumusan kebijakan adalah Parlemen Belanda 

kemudian didelegasikan kepada Gubernur Jenderal dan kemudian diimplementasikan oleh 

menteri jajahan dan selanjutnya dilakukan oleh birokrat kolonial dengan menyertakan birokrasi 

lokal dan daerah jajahan. Pada rejim orde lama, berbagai kebijakan agraria sebenarnya dihasilkan 

oleh pergulatan kepentingan dan arus kuat partai politik di bawah demokrasi terpimpin Bung 

Karno. Sedangkan pada rejim Orde Baru lebih banyak dihasilkan oleh interaksi antar birokrat 

atau negara, kapitalis dan militer. Pada rejim reformasi ini nampaknya proses kebijakan agraria 
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dihasilkan atas desakan-desakan publik utamanya dari petani yang secara langsung menjadi 

kurban dari penyimpangan kebijakan Orde Baru. 

Visualisasi rasionalitas dan aktor-aktor yang terdapat dalam berbagai kebijakan agraria di 

era Orde baru dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Perjalanan kebijakan land reform di Indonesia sebenarnya telah diinterupsi sejak rejim 

Orde Lama runtuh. Perjalanan kebijakan pembaharuan agraria (agrarian reform) tetap dijalankan 

oleh rejim pemerintahan Orde Baru dengan satu mainstream kepentingan adalah mempercepat 
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swasembada pangan dan liberalisasi ekonomi dan kapitalisasi negara. Hampir seluruh 

pendekatan kebijakan agraria yang dipergunakan oleh Orde Baru adalah condong kepada state 

center approach dengan melibatkan militer sebagai pengawalnya. Proses deregulasi dan 

debirokratisasi yang dilakukan dalam bidang kelembagaan agraria selama Orde Baru adalah 

memangkas ruang hak-hak publik rakyat menjadi hak-hak yang dikuasai negara. Peralihan hak 

agraria dilakukan secara represif dengan melibatkan rekayasa hukum yang dilakukan melalui 

deretan hirarki kelembagaan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Peran BPN adalah sebagai 

instrumen kebijakan negara, bukan lagi sebagai institusi pelayan publik. Peran BPN yang 

demikian ini telah menyebabkan berbagai sengketa agraria di tanah air sebenarnya adalah karena 

produk hukum ganda dari BPN. 

Selama masa Orde Baru UUPA No 5 /1960 hanya dijadikan rujukan oportunitas untuk 

beberapa pasal yang menguntungkan kebijakan negara. Peran militer dan yang sangat besar 

dalam kebijakan agraria selama Orde Baru adalah sebagai bukti bahwa proses tranformasi hak 

penguasaan tanah adalah merupakan bagian dari agenda kepentingan lapisan-lapisan elit militer 

yang berkoalisi dengan kekuatan birokrat negara untuk memberikan muatan isi kebijakan-

kebijakan yang dihasilkan. 

Meluasnya konflik dan sengketa agraria di berbagai daerah, adalah merupakan fenomena 

logis dari implementasi kebijakan agraria yang selama ini bias kepada kepentingan-kepentingan 

elit. Adanya berbagai tuntutan rakyat untuk menuntut kembali tanahnya akan terus membesar 

seirinng dengan situasi demokratisasi dan transparansi yang menjadi platform dasar reformasi 

Indonesia. Sengketa demikian dapat diselesaikan melalui dua skema dasar, pertama, melakukan 

land reform dengan segera pada daerah-daerah yang tidak mungkin dilakukan transformasi ke 

industrialisasi yang dipercepat, kedua, melakukan penataan sistem produksi dengan melibatkan 

rakyat secara penting dalam keseluruhan proses nilai tambah resorsis agraria, ketiga merevisi 

produk-produk hukum yang secara materiil cacat dan telah menyebabkan tercerabutnya hak 

resorsis agraria petani. Tiga agenda alternatif ini adalah merupakan aspek penting untuk memulai 

pembaharuan agraria sehingga sesuai dengan harapan publik. 
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